BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 4| TAHUN 2007 '
TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN JEMBER

‘nimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

9.

BUPAT! JEMBER,

Penyslenggaraan Penddikan Sekotah Dasar Neger agar
WFWMMWMMW#.M
www&nwm
Dasar Negen @ Kabupaten Jembe

Ogargh sabegaimans telsh diubah dengan Peraturan
Semarrtah Pengoanti Undang-Undang Momor 3 Tahun 2005

‘yang telah ditetapkan dengan Undang-Lindang Nomor & Tahun

2005

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan
Keyangan Pemenniah Pusal San Pamernian Daerab |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Standarl
Nasisnal Pendidikan |

Peraturan Pemenintah Nomor 28  Tabun 1990 tentang
Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tehun 1885

Peraturan Pemerimtah Nomor 58 Tehun 2005 tentang
Pengeloaen Kevangan Deersh |

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyslenggaraan Pemerintahsn
Daerah |

Paratucan Mented Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangen Dasrah ;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 15 Tahun 2006 ientang

Jenis dan Bentuk Hukum Proguk Daeran |

11 Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 16 Tahun 2006 tentang

erosedur Penyusunan Produk Hukum Dasrah |

12 Peraturan Daersh Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000

tantang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember



Menetapkan

-2-

13. Pesaluran Daerah Kabupaten Jjember Nomor 17 Tahun 2003
tentang Swsunan Organisasi dan Tate Kena Dinas Pendidikan
Kabupaten Jembar ,

14 Peraturan Daersh Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2005

tentang Parubahan Atas Perstwan Daerah Kabupaten Jember

Nomaor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Orgamisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;

15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tshun 2007

{sntang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember |

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI  TENTANG PENGGABUNGAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN JEMBER

Pasal 1

Lsengan ditetapkan Peraturan ini  dilakuken Penggabungan,
FPenghapusan, dan Pendirian Sekolsh Dasar Negern 4 Kabupaten
~mber yang nama dan okas sebagamana lecanium daiam
campiran |, Lampiran || dan Lampiran 1l Pergtaran ire

Pasal 2

~a'ar nama dar lokasi Sesolah Dasar Negeni yang baru di Kabupaten
Jember sabagaimana Tereantum dalam Lampiran IV Paraturan im

Pa=al 3

Seluryh kekayaan yang dimiliks oleh Sekolah Dasar yang digabung,
d-apus berupa tamah, gedung, dan msubelar pengeloiaannya
dzcrahkan kepada Dinas Penddikan, sedangkan yang berkaitan
dengan peralatan sekolah dan adminisiras: sekolah pengelolzannya di
serahkan kepada Kepala Sekolzh Oasar Negen yang bersangkutan.

Pasal 4

Gedung beserta peralatannys dapat digunakan untuk kegiatan
Pendidikan Dasar dan apabila digunakan kegiatan Sekolah Dasar
mrnya harus mengajukan ijin sesual dengan Peraturan Perundang-
Jndangan,

Fasal §
Semua biaya yang fimbul sebagai akibat diletapkan Peraturan ini

divebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Jember .



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulaf berlaky pada tanggal diundengkan;

AQar Setap orang mengetahunya memerintahikan pengundangan

WMHWMMmMMh
Kabupsten Jember
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BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SATUAN PENDIDIEAN FORMAL DAN NOK FORMAL
KABUPATEN JEMBER

>
Menimmbang ¢ 4. bahwa untuk meclaksanakan Kstentuan Pur‘frz
beraturan Merteri Dalam Neger: RepublieTrdenesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pecgmaefs PET hontukan
Dan Klasibkasi Cabang Dings-Tas Uit Pelaksarna
Teknis Daerak dan kepseflarl Peba "1 Feraturan
Daerah Kabupaten Jefibd? teffang Pembmiuiar dan—"
Susunan Perpngiar Daeral | Kibapaifi.Jembor, perie
menetapiar -Nomenkiaa, LUrelen Tupes 2dn Fungsi
Serua Tera Kerfd ‘Lfcr']l' . a Seksus Daerah (LPTD)
_~Satlin-Pengidikan +m1 deny Nen Formal Kahupals
7 [estbedl i) | || UV~
" | b |berdegarian  pertibsigan  huruf s, maka perla

,f—-""'f - iy tLl@ur.’Epﬂ‘tﬂfan Buapab.
-~ A e =
Mengingal " 14 UsdlanE-Undang Republik Indonzsia Nemos 12 Tahun

g” ;/7511 rentang Pembesntukan Peraturan  Perundang-
gt undangan (Lembaran N=gara Republik Indonesia Tahun

- il o011 Nomar 82, Tarmbanan iembarar Negzra Ropubhk
’ff’f Irdonesia Nomnr 52341
o 2. Undang-Jndack Republik Indoresic RNomor £ Tahun

2014 tentang Aparalur Sipil Nepara (Lermnbaran Negars
Republik Indonesia Tahun 3019 Nimer 6, Tembahar
Lembarar. Negara Reputiik Indonesia Nomor S84

3  Urdang-Undang Republiz (cdonesia Homar 23 Tahurn
3014 centang Pemerintahan Dacrah ‘Lembaraty Ncgara
Republik Indoncsia Tuhun 2024 Nomor 244, Tamaahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nooor SO8T)
schapaimana teleh diabab  kedua kainye ceraknir
dengan Undang Undang 2epublk Indonesis Nemor °
fahup 2015 tentang Perubahen Kedus atas Undeng-
Undang Republilk Indovesia Nomo: 23 Takun 2014
tenlang Pemerintahan  Dzerah (Lembaran Negara
Republik Tndoresie Tahun 2013 Nomor 88, Tambakan
Lernbaran Megara Republik [rdonesis Nomer 5679

4  Peraturan Pemerinizh Repub.ik indoness Nomo= 18
-alun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan
Lembaran Vegara Republik Indonesia Nomor 58875



Meneraplkoan

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik (ndonesia
Nomer 12 Tahun 2017 tentace Pedornan Pembentukan
Dun Klasilikasi Cabang Dinas Dan Unic Pelaxsana Tckaes
[lasrah;

fi. Peraturan Dacrah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Peracgkat
Dacrah Kabupaten Jember.

MEMUTUSEAN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENALATUR. LRATAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKXIS  DAERAH ‘UPTD)  SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FURMAL KABUPATEN

JEMBER.

BAE 1 g
KETENTUAN mmmr - [

m-n-

{

Unia.m Peraturan a‘,mm . w dl"lllah!d c&agm_ .
i Daeran Mﬁqbumtn Jmht' -1

Ataih Slpat Jember, f,,.f

8- Skkretatis Datrah ndﬁ..ah Sexfetaris Daerah Kabuparen

dtmhﬂr N
piadeh Dii Fi-rc'. dikan Kabugaten Jember

3 Mjﬂll Dmir dalah Kepala Dinas Pendidikar Kabupaten

| Jembgn
© L7 Umit Pelaksara Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang

~ 7 selanpucnya  disingkal UPTD Satuan TDendidikan adalah

unsur peizksana teknis Dinas yang melaksanakun kegialan
teknis operasional dan/atau kKegiatas tcknis penunjang
lertentu berupa Satuan Pencdicdikan Forme. dan Non Formal.

B. Satuar. Pendidikan Formai yang selanjuinys disingkat PE

adalun kelompok lavanan pendid:kan YELE
menye.cnggarakan program pencidikan formmal.,

9. Satuan Pendidican Nnn Formal selanjulnya dissbut Satuan

PNF  adalak  kelompok layanan  aendidikan vang
menyclengearakan program pendidikan non formal.

BAB I1
NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

UPTD Satuan Pendidikan terdin dan:
a Sekolah Menengah (SMF:,
b. Sekolah Dasar (SD): dan

¢ Tamar. Kanak-Kanak.



Pagal 3

i1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdirt dac :
3. Sekolah Menengah 8MP) seumlash 94 [(sembnlan puluh
empa‘] sekolah;
b Sexolak Dasar (8D} scjumiah ©12 {sembilon ratus dus
belas) aekolah; dan
c. Taman Kanak-kanak (TK] sejumiah 6 {enam) sexvlah.
(2! Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana lercantum
s Lampiran vang merupakan bagian tidax terpisahlean
dar. Peracuran Bupatiici.

BAB I
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu g =
KEDUDUKAN o
hﬁl 4 - ,f-'f a

(1) UPTD Satuan Pendidikan %;ﬂ dig@isud dalam
Pasa. 3 merupakan un 8| eluls Dinas yang
mclaksanakan keg “Tperasioaal :thll:lh kg;::mn
teknis perun berisntu

(2: UPTD Saetrlan diﬂinan"nebnﬂmus Safe conalisid
ayst 1)\ dipimpia cen seoreig Fejrvat fungsional

-_- el clbart Lagns tainbubied scbagai Kepala Sckalah
SN®, (SO dan TK iﬂ'ﬂrb::lia‘.ﬁl di bawas dan tertangzung

- | | ewab| kepads MIH# nas
- o §8) Kepald | sebagaimana cdimaxsud pada ayat (2
¥ o lalasy lagasnyva  berkedudukan  divawal:  dan
| ] .hmmng ]-twab kepada Kepala Dhinas.
J_{,f"f Bagian Kedua
e URAIAN TUGAS DAN FUNGS!
- Pasal 5

(1) UPTD Satuen Pendidikan sebagrimana dirnaksud dalam
Pasal 4 memplunya tupas melaksanakan keguatar teknjs
operagional dan/atau kegatan tckmis penuniang serta
yusan Pemenntahan vang bersifac pelaksanazan dan
Dinas Pendidikar. vang peda prinsipnya tidak bezrsifar
pembinaan screz  Ldak berkaitan langsung dengan
perumusan dan penetapan  kebijakan  Dadrah,  sérta
pengelelezn pelayvanan sdministrasi umurm, kepégaveaian
dan Keuangan serla melaksanakan 1a2szs lain vang
dizsenikan olek: Kepala Dinas.

{21 UMTD Satuan Peondidikan dalam melaksanakan tagss
gehzgaimana cimeksud pada ayat (1) menvelengearakan
langsi .

a. penvimpan kebijakan teknis operamonaldar  bahan
peayusunan perencanaan pada Ssaluan pendidikan

Forma: dan Non Formal;

-
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b. pe.aksanaan keglataan teknis operasional pada satuan
Pendidikan lermal dan non formec:

¢ pooyusdnan  kebutuban perlengkapan dan  @sct,
peayusunan kebutuban pengadaan perawstsn dan
pengamanan periengikapan kantor.

d. pelaksasasn pengendalian muru penyelcnggarean

satuan pendidikan di pendidikan formal dan non

formal,

pengendalian peryediaan sarana dan fasilitas belyjer

paila satuan pencidikan di Pendidikan Formal dar nos

formal;

. pelaksanaan koordinast keglatan dan leerjasama teinis
pacia Satuan Pendidikan Formal dan Noa Forme,

g penyelenggars monitorng, evaiuasi dan pelsporan
terhaday pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan
Formal dan Noe. Formal;

h. persiapar selurub rencuna kebutuhan keprgawa.an .
dan peayelenggasa tata usaks kepegawaiun Lu‘_g.-fif

dun
penyusunan  laporan p:nanwan ales
pelaksanaan tugds. B

1 (o]
"":rf"’i Jyun - \-

Jﬁa : / R ey

o |y J iy
1#"""“-"{3[‘““& I'. _— '_'u,:-'fff

I\ [ ‘J'f/j'/
Jafam, ﬁ-lhﬁmhn ':'J-;g_l.r"ﬂ;i fungisnve, Satzan
Pertliflikan wejin menerplefi prins:p koordinasi, integrasi
dm i Fask da.am lingkungan masing-masing
| thisupun _,J;r"' Sztuan Orgarvisast di  lingkungan

- || \Pemesi :erah sersa Instansi tain ¢l Juar Pemesittah
sesuaj dengan hugas dan fungsmy«.
P chiap Kepala Sckolah waib mengawasi bawahannya

masing-rousing  dac  bile  lesjadi pesyumpangan  agar
mengambil jangkeh - langkah vang diperlukan.

Sciiap Kipala Sekolah berlsoggang jawab memimpin dan
mengxoordinasl tawahan masing-masing dan memburikan
bimbingan serta petunjuk  bagl  peliksandan  QCgas
bawahannoya.

Setiap Kepala Sekolah waib meagiluti dan mematuhl
pelunjak éan nertanpgung jawab pada atasannya masmng:
masing serta menyampaikan leporan berkala lepad waktu,
Setjap laporar yang diterima oleh Keprla Sckolah dan
bawsharnyva wajib diolah dan dipergunakan sebagal bahan
untuk pegavusunan  laporan  lebh lanjut dan antuk
memberikan lebih Janjut dan untuk memberikan pelungjuk
kepate bawahannya,

Dalam menyampaikan lajoran masing-masing  kepada
a‘asan. tembusan laperan wajib disampaikan pala kepada
gatuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyal
hubunean kerjs.

..-’f .
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Persturan Bupati Jember iri mula) berlaku, maka
Peraturan .Jember Bupati Namor 5 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kabupaten Jember (Seriia Dacrah Kabupaten
Jember Tabun 20.7 Nomor 3, dicsbul dan dinyacalan Uidak
oerlaku,

Pusal 8
Peraturan Bupati im mulai berlzku pada targga! diundang<an.

Agar  scliap  orang  mengetabuinya.  memerintahkan
pengundangan Peraturan Buapatl im dengan penempatannryd
dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

i~

Ditstapkan di Jember o
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Diuncangkan di Jepe®e— |
pada r.ﬂnml}_ﬂf f\hrﬂ‘nbﬂl \ 4018 | |4
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BERITA DAERAH KABUFATEN JEMBER TAHUN 2018 NOMOR 34
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG
NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAHN (UPTD) SATUAN PENDIDIEAN
FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER

A. PENJELASAN UMUM

Peraturac, Pemerintah Nomor 18 Tehun 2016 enfang Perangkal Daeran
membawa perubahun yang signihkan tertadap pembentukan Peracglat
Duerah, vakni dengan prinsio Lepe: hungsi dan cepat uluran (Hghtsanar
berdasarkan beban kerja yag sesual dengsn koncisi bvata dimising

masing Dacrah -~
-

samping i dalam Perouran Meotcrn Dalarq,_ﬁrj&;i Nogar 12 Tuhuo
2017 tentang Pedoman Pembenluxan Dan_kissiisasl Cabing Dinas Dan

Unit Pclaksana Texnis Daerah, yang meloadl d;ur'-._i:um pembeniukan

Unit Pelaksana Teknis Dinas bi ididdean Berupl S6nian Pepatfican
Daerah Eabupaten _,,;"'.a 4 v A o N
r - — i ...-:’J_.__.r"

-""'f.:"r‘ | . L™
Sztvan Prnmg;q:,’:ﬂhmh Bdbupaten  begbeniaX Saiuan Penctidikan
Formal den-S@uafn Perilidian Non Formal -~

Pela Lnit y Pelaksnna TeRnlg E;jmi‘.f- yang sccars geogralis mempunyai

,»’"f jangkauan peiayanel cuktp-Gas, untuk memudabkan pelaksunaan tugas

UPTD dapal dibestuilwe ivah keea non struktural. Wilayah kerja dipimpin

sleh semnﬁﬁ..kjﬁ.rdﬁ::n:

. il

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Yasal |
Cukuys jelas

Pasal 2
Cukup iclay

Paszl 3
Cuakup ielas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cubkup jelus

Pasal &
Cukup jelas






LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMEBER
NGMOR  © 34 TAHUN 2018

IANGGAL I8 Novemier JOI8

NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NOGN FORMAL
SE KAB JEMBER

3'Unit Pelaksans Teknie Dasran (UPT D] Sawan Jenddikan TKHN Koo Jenagawan
PEMBINA JENGGAW AR

3 Unil Pelaksara Teknis Daerah (UPTD) Satuan “endidikan TKN Kec. Kalisat
PEMBINA

4lUnt Pelaksara Tekmis Daerar (LPT D) Sawan “endikan TKN Kec, Kallwates

FPEME Ma KALWATES

Unit Pelakeana Teknis Daerah (UET D) Satusn Sendidiian TKN
PEMBINA KENCONG

L

PEMBINA

10 Pelaksana Teknic Daeran (LPT D) Satuan Pondidkan TK. NEGERI
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215 J.E'EI Fg:k::r: £4 Kae Jenggawan
w3
“lint Pe.aksana Teknis Jaeial (UPTO) Setuan Feadidi<at SON ; .
218 ENGEAWSH 35 - ~ i it
EIT:.WPQTL::S?LME Dasral (P70 Satuan Penoidixan 5 Kez, Janggawan
IER Pz aksana Tehs Jastak (UF TD) Saluan Pendidi<an SCN B ,
218 NGGAWAH 07 Kec. Jeng3awoh

T nl Pelakeana Tekns Laeran (LR TL) Satua) Pendidixan SDN

o Ket. Jenggawzh
I-’EME:IIH,G‘SA? KIDUL £1 i .
I [nk P2 aksana Toknis oee'ah (UFT0) Soluan Peraidixan SLN Kec awsh
| 224 e UNINGSA] KIDUL 02 Rl
254 sl F ‘zksana Tenrs Jg2'sh -:‘UFﬁ}-.amuaﬂ Fendidi<zn SON Illntu: Jlenggawsh
KERTONEGCRS 01 -
202 Uit Pe:aksana T2knis Jga-gh (UFTD) Saluan Pendidican SO Kez Jengganah
KERTCNEZORT 02
T o e e [ras e
! 2o Nl ana Tekms Laeran (UF 101 Saluan Fendidi<a SON Kec .enggawah
225 (ERTONCGORS 04 L :
= "Urit P2 aksana Teknie Dagrar (JF i:.:'} Satugn Pendidi<an SN SERUNIE Kec. .enggaviah |

a2 —
__"E'Bu-uhsana Teknis Daeial [JETo) Satua Pendidaen SPM SERUN HE“‘:' Er—

i
22'." Jn't Felakeana Toxns Lroeran (URTD) Satua Pendiclkan SON W i
LI'I"I Pelaksaan Takris Jee(ah [UP D) Selat Faviidken SON . @Eg;enwe*l

'35 WONOJATI 61 , -
229 "ﬂ;;&j:ﬁ:: fakms Dageh UFTR) Saluan Pﬂmnﬂw a %Mmm i
| E:g:gﬁa Texns Dae'zh UFTRs& | wﬂﬂhw“ Ay et g |
WW“ "‘”&d‘ﬁ' ﬁii e [ch. Jembarg :
233,_ ’i ¢ | Settunn Pero H [ec. Jembarg |

£l

'] . LAl | W
_ ﬁstfmi %akﬂﬁmﬂdlm SDN Pp— |
Umdt l‘lm TﬂWﬁ}EMﬂn Percidikan ZDk :
234_]““ | e, Jambarg

Kee. Jamnbary

Kec Jomogng
erar (PTD) Satvan Perd dinan SON KETING ooy o

‘03
ZHiUnﬂ P asana Tekniz Deerar [LP12) Satuan Pend:dikan SON KETING R
2‘13"‘?"“ Fz gxsana Tekive Dastar (JPT 21 Saluaa Pendidikan SON Ket Jombana
NGAMPELREIQ 01 = |
_1'2 - Un1 Jelaksana Tekms Caerah (UP~D; Saluar Pasddian SDH Kec Jombzng '
HELMPELREJD 02 e !
Unit P= aksana Tekme Dasrak (LUPTS) Satuan Pendidkan se. Jornben |
241 FMEEHASW'\ 04 o - Re0. i .-
. unit Petaksena Teinie Daaral® (UFTO) Satuan Peadidian SON bar
%42 b nOMASAY 02 psa ey
243 4N Palaksana Teknis Dacral (UPTC) Satuan Perdidigan SOM Kec. Jembarg
PADOMASAY 03 o
U~ Solakeana Tekms aerah (UF-0; Setuar: Prudidikan & ; smbar
264 0 s NOMASAN 04 i
- ag Unit Pe.oksana Teknis Datia [JPTD) Satvan Jerdudikar SON ac. .ombang

PADOMASAN 05
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